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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16/PP.02.3-

Kpt/33/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI JAWA TENGAH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SERTA 

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA 

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA 

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  

 
ABSTRAK  :  Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 huruf c, 

huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang;  

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: 

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa 

Tengah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang  Nomor  12  

Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang 

Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jawa Tengah Nomor_12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 

16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 diatur tentang: 

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Tengah Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. 

Menetapkan Bentuk dan Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah Tahun 2018. 

 

CATATAN  : -  Keputusan KPU Provinsi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 September 2017 

- Lampiran 40 halaman 


